REPUBLIK INDONESIA

No.823, 2019 KEMENSOS. Sertifikat Kompetensi.
Akreditasi. Standar Surat Keterangan Pelatihan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SURAT KETERANGAN PELATIHAN,
SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Sertifikat

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk pengakuan atas capaian hasil pelatihan
kesejahteraan sosial, uji kompetensi sumber daya
manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, dan
penilaian akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan
sosial, perlu diberikan Surat Keterangan Pelatihan,
Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Sosial tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan,

Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang
Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 672);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
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10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat
Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2068);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR SURAT
KETERANGAN PELATIHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT AKREDITASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang
dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun
berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.

Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan
otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah
menyelesaikan keseluruhan proses pelatihan.

Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan terhadap
sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan
sosial yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikat Akreditasi adalah dokumen pengakuan
penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga
di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada
penilaian program, sumber daya manusia, manajemen
dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil

pelayanan kesejahteraan sosial.
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BAB II
SURAT KETERANGAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Penerbitan Surat Keterangan Pelatihan bertujuan untuk
mengatur pembuatan Surat Keterangan Pelatihan pada

penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 3
Jenis Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. surat tanda tamat pelatihan;
b. sertifikat;
c. piagam penghargaan; dan

d. surat keterangan.

Bagian Kedua

Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pasal 4

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a merupakan surat pernyataan
absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah
berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program
pelatihan yang bersifat persyaratan, pengangkatan, dan
promosi jabatan.

(2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta:
a. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
b. pelatihan kepemimpinan tingkat IV;
c. pelatihan kepemimpinan tingkat III;
d. pelatihan teknis; dan

e. pelatihan fungsional.
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Pasal 5
Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan dasar
calon pegawai negeri sipil, pelatihan kepemimpinan tingkat IV,
dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
c ditandatangani oleh kepala unit kerja eselon [ yang
menangani bidang pendidikan dan pelatihan serta diberi kode

registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 6

(1) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
ditandatangani secara digital oleh Menteri Sosial serta
diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

(2) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan
fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf e ditandatangani oleh pimpinan
instansi pembina fungsional dan diberi kode registrasi
alumni dari instansi pembina.

(3) Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala
unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan

dan pelatihan.

Pasal 7
Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis
dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e
ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara
pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak
berjenjang terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari

instansi pembina.

Pasal 8
(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dalam

posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5
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cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu
koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan
lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm
(tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter)
terletak di atas pada bagian tengah surat tanda tamat
pelatihan.

(2) Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan
dan dicetak pada halaman belakang surat tanda tamat

pelatihan.

Pasal 9
Penerbitan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan

sistem manual atau sistem elektronik.

Bagian Ketiga
Sertifikat

Pasal 10

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan
bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan
program pelatihan:

a. penambahan pengetahuan dan pemantapan yang
mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu
melalui evaluasi program pelatihan; atau

b. penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau
penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan
melalui evaluasi program pelatihan.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada peserta pelatihan yang telah berhasil dengan baik
dalam menyelesaikan keseluruhan program pelatihan
yang dinyatakan dengan keterangan “kompeten” atau
“telah mengikuti pelatihan”.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara
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pelatihan pemerintah terakreditasi dan diberi kode

registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 11

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal
dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh
tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima
sentimeter) berwarna putih dan menggunakan logo
instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang
berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter
dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian
tengah Sertifikat.

Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan

dan dicetak pada halaman belakang Sertifikat.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau

sistem elektronik.

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat

Piagam Penghargaan

Pasal 13

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c¢ merupakan surat pernyataan absah yang
menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh
penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan
program pelatihan dengan prestasi terbaik.

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara
pelatihan pemerintah terakreditasi.

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan kepada 3 (tiga) peserta pelatihan yang

memperoleh peringkat terbaik berdasarkan hasil evaluasi
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akhir oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan
pemerintah terakreditasi.

(4) Peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan prestasi hasil pelatihan dengan perolehan
kualifikasi memuaskan atau memperoleh skor nilai lebih
dari 80,00 (delapan puluh koma nol nol) pada 1 (satu)
kelas atau angkatan penyelenggaraan suatu program

pelatihan.

Pasal 14
Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan
kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter
dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih
dan menggunakan lambang instansi penyelenggara pelatihan
terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima
sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada

bagian tengah piagam penghargaan.

Bagian Kelima

Surat Keterangan

Pasal 15

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d
merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan
bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan
atau sebagian dari program pelatihan, namun tidak
berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara
pelatihan pemerintah terakreditasi.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
diperuntukan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus
berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh pimpinan lembaga

penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi.
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(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan dengan keterangan “ditunda kelulusannya”

atau keterangan “telah mengikuti pelatihan”.

Pasal 16
Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan
kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter
dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih
dan menggunakan lambang instansi penyelenggara pelatihan
terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima
sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada

bagian tengah surat keterangan.

Pasal 17
Bentuk, format, dan spesifikasi surat tanda tamat pelatihan
dan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18
Bentuk format Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SERTIFIKAT KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19
(1) Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh ketua lembaga
sertifikasi dan diberi kode registrasi dari lembaga
sertifikasi.
(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan kepada pekerja sosial, tenaga kesejahteraan
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sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial.
(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual

atau sistem elektronik.

Pasal 20
Bentuk, format, dan spesifikasi Sertifikat Kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 21

(1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang
kesejahteraan sosial baik milik Pemerintah, pemerintah
daerah, maupun masyarakat.

(2) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. unit pelaksana teknis milik Pemerintah;
b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan

c. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 22

(1) Sertifikat Akreditasi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun;

(2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditandatangani oleh Menteri Sosial cq. kepala unit
kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan
pelatihan serta diberi kode registrasi dari badan
akreditasi.

(3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan sistem manual atau sistem

elektronik.
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Pasal 23
Bentuk, format, dan spesifikasi Sertifikat Akreditasi lembaga
di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
pedoman sertifikasi, pedoman akreditasi, pedoman pendidikan
dan pelatihan kesejahteraan, dan petunjuk pelaksana teknis
lain yang terkait dengan sertifikat dan bimbingan teknis,
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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A. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR SURAT KETERANGAN

PELATIHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI,

DAN SERTIFIKAT AKREDITASL

vy

STMENTIRIAN 5058
ACPUNLIC ROOMIS A

SURAT TANDA TAMAT PEMDIDOCAN QAN STLATIHAM
DOMOI  OOLAT I T RAN-KENENSON,

EE‘;KEE‘E!Q-:;!
‘s 4 »an; mefoat An Pescitcn ran Salatn

Tauts wangar timozes KEPALA
FEAMA LENCRAP BESERTA OELAR LEMBAGL AONINSE TRAS MEQRRA
e Tangas tangas dan shevpel Senst

Vapols Baten Zcwal - daw Navu Krla levggad tolan laves Prlatun bostes
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UAETAR MATA PELATTHAN

1. .desl gangan nama rumpun elompok mata Pelsbinan sasual dengen Kurikulum program pelatingn. .
1 desi dangen dafter mata Pelatihan sesum nimpun/kslompok mata Pelatihan
2. .dst

Il .disi dengan nama rumpunelompok mats Pelatiban jika ebih den satu. .
1. desi cangan daftar mata Pelatinan sesual umpunkslompok mata Helashan
2 dul
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B. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

oy

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIMAN
NOMOR: MDIKLATPIMTIC V) __/  LAN-KEMENSOS/

DeakiAnAANN: 3 Mely A0 DAl -

tanda tangan dam siemped basah

Kementenan 554 Reaubil INdonesia DEAAGRSAMA 320GAN Lembaga AdMmAntias Negaa DRMAsAAan Unsang-A0dang temar 5 Tatun 2014 122400 ASMr Sink Meqara 3203 Aateluan

Homa it daopan nama elas basada gelar
P 080 wame N diw denpan NI pasedta.
«n Tacnut Tacugal Ladi. s 003 Antd Lansoal tuan latue
Panghab Gatongan Fusg. e denan Ganphal RCHDSAs g
Lt bekabaos Pt msaeg | T T
= Nl Kaalikay St 0RMak2s) hasd Balatnan
Pacs Bendidedban dan Exlathan Kepammpioan Tingtat IV Asghatsn . Talus .. yang dastanoataben okh Pesal Panchsitan dan Balatituen Kesalsttaram Sonidl peca Badan Peadidkan
Pastiian dan Prayubdiae Soxal Kementonian Scadl RY Sehsimama A60an Pusst Pambnas Program dan Ketiuhan Psagambangs Komoelensi ASK dao Taogos  (buan)
dongan Tacgoal  (wdan) (Rakun) yang mend jam Penddikan dan 2elasban

www.peraturan.go.id



-16-

2019, No.823

DAFTAR MATA PELATIHAN

I dusi dengan nama rumpunkelompok mata Pelatihan sesual dengan kunkulum program petatihan

1 disi dengan daftar mata Pelatinan sesual umpun/kelompok mata Pelatihan
2 dst

Il diisi dengan nama rumpunkelompok mata Pelatihan pika lebih dan satu
1 dusi dengan daftar mata Pefahhan sesual rumpunkelompok mata Petathan
2 dst
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C. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Fungsional Berjenjang yang Mempersyaratkan Kelulusan Melalui Evaluasi Program Pelatihan
yang diselenggarakan Mandiri oleh Pusdiklatkesos atau Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial di Lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

vy

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESMA

SURAT TANDA TAMAT PENDNDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR | 15 SE3M CEOSM) ADOE (GG A dan PLadRAeI0s auw UPT)
Kemestonan Somal Baaubis onoesd Iilasahdn Usdae-Undaog dane S Tatng 2014 Teaaeg Aot Sl Negaa ana Asluin Helablanddond Do AbAn Salma

Fas phon o
qne

J

{ )
vakata (R Geooan iakalan stswl forma labatan. |

—alal Lalenaie Instasen. {

GRTA el z LULUS

|
|
!

paca Belaahan (- ey de00an Eungscna Beoenang vang Gk | Angkalan (. di% 000030 360K DMax | Ta0un | Chsk labn DeSiCIoGAAI0. | Yany Casienacaraian ofeh | gkt
0204 Lembaga Pelatnan Eomensiab Taaleediias 1020 eo0al ¢ dhy G00GH DD | 3AMEk 060028 | ks 100l Bukn D 1 (W Dama kot Peihan dEeigoNea0 |
yang melodl | dial Ce0Gan anoka tetal wakly | ja pelashan

disi Nama Kota_ tanggal bulan tahun Pelashan besaiir
Kapala Badan Peadeiitan Penedtan dan Pesyuitan Sosiad

Tanda Tangan Elekronit
Erﬂgvg.;g
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DAFTAR MATA PELATIHAN

|. ...dusi dengan nama rumpun’kelompok mata Pelatihan sesual dengan kurikulum program pefatihan..
1 dusi dengan daftar mata Pefabhan sesual rumpunikelompok mata Pelatihan
2. st

Il __.dwsi dengan nama rumpun’kelompok mata Pelabhan jika lebih dan saty...
1. _dusi dengan daftar mata Pelatihan sesuss rumpunckelompok mata Petatihan
2 asl
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D. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Teknis yang Mempersyaratkan Kelulusan Melalui Evaluasi Program Pelatihan yang
diselenggarakan Mandiri oleh Pusdiklatkesos atau Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial di Lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NOMORATOR
babwa.
Nama
Paz proto yama NP
e TsmnasTangal Lanik
- st

@

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK SNDOMESIA

BARCODE

SURAT TANDA TAMAT PENDIDECAN DAN PELATIHAN

NOMOR: (di i sasuai deogan sads registuast slumni divi Pusdidhtsencs stau UPT}
Kemsnlerian Scsial Baouliih indenessa berdasacian Lodaco.Undeng tiower S Tabuo 2014 Teoksog Aot Sl Negara, seia kelealuso oslabsansanoys oeoyalehso

( cliw dR0gan Dama 16133 beseta aslar )

L. disidengan MIP pesaila . )

| cxsL 0302 Kt tanoaal pulan tahun, )

(.- disi deogan jshatan sesus fonnas shatao. )
| ssisdengan Xamat &l pesnda )

TELAH MENGIKUT

paca Bclathan. ( gkl oengan Program Eclafihan. Iskns yang it ) Apgkatan ( (s, d500aa aooka mmaks ) Xabwn ( cast Ihun PEmICknoodaan | yang
discieogpatabian oleh | di nama Lembaga Eclathan Esmeontah Lsmizeoitast ) dao tangaal ( giist tanogad oulap ) sampacengan ( ci tanogal bean, tahup )
di [ il nama kota Bslatihan dsnieo00amkan, ) yang mellput (  gils dangen anaka total wakiy.. ) jam paiatihan

... sl Hama Ko, tanggal bufan tahun Pelatinan barakhir
Kepala Badan Pendidikan, Penelifian dan Peoyuluhan Sosial

Tanda Tangan Digial

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR
NIP
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1 ausl dengan nama rumpunkelompok mata Petatihan sesual dengan kunkulum program pesatihan
1. ....dwsi dengan daflar mata Pelatihan sesuai rumpun’kelompok mata Pefatiban. .

2 dst

DAFTAR MATA PELATIHAN

Il ...disi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatiban jika lebah dari satu. ..

1. dilss dengan daftar mata Pelatinan sesual umpundelompok mata Pelatinan

www.peraturan.go.id
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SPESIFIKASI SURAT KETERANGAN TANDA TAMAT PELATIHAN DAN
SERTIFIKAT PELATIHAN TEKNIS

Surat tanda tamat pelatihan mencantumkan uraian spesikasi:

nomor sertifikat;

a. lambang negara;

b. nama lembaga;

c. nama kegiatan pelatihan;

d. waktu dan tempat pelatihan;
e.

f.

identitas peserta lengkap (nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal

lahir, pangkat, golongan, jabatan, dan instansi);

mencantumkan kualifikasi kelulusan;

h. bahan kertas security bertanda air garuda acak 150 gr/m, miroteks, anti
copy, raster image, guilloche line, invisible image, CSI;

i.  ukuran 210 mm x 297 mm (Potrait);dan

j.  desain:

a) cetakan dasar berupa raster image yang membentuk tek
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA™;

b) terdapat Logo Garuda Poly Emas Posisi Simetris diatas kop;

c) terdapat teks * KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA"
simetris di bawah Logo Garuda menggunakan tinta visible florescent;

d) terdapat tulisan “ SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN " menggunakan tinta CSI;

e) microteks, anti copy, guilloche memanjang di sisi kiri blangko; dan

f) terdapat cetakan logo Kementerian Sosial Republik Indonesia yang
dicetak menggunakan invisible flourescent ink.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SURAT
KETERANGAN PELATIHAN,
SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT AKREDITASL

Bentuk Sertifikat Kompetensi (Sertifikasi)
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SPESIFIKASI SERTIFIKAT KOMPETENSI

Sertifikat Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial

mencantumkan uraian spesifikasi:

a. bahan kertas security bertanda air garuda acak 125 gr/m, microteks, anti
copy, raster image, guilloche line, barcode, invisible image:

b. ukuran 210 mm x 297 mm (potrait);

c. desain:
a) cetakan dasar berupa raster image yang membentuk teks *
LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL ™;

b) terdapat Logo “LSPS” posisi simetris diatas kop;

c) terdapat barcode posisi di kanan atas sertifikat;

d) microteks, anti copy, gulloche line;

e) terdapat cetakan logo Kementerian Sosial Republik Indonesia yang
dicetak menggunakan invisible flourescent ink; dan

f) terdapat tulisan “SERTIFIKAT KOMPETENSI" posisi simetris di
tengah blangko.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SURAT
KETERANGAN PELATIHAN,
SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT AKREDITASL

Bentuk Sertifikat Akreditasi

MENTERI SOSIAL REFUBLIK INDONESIA
Thee Misdstnr ol Sackal Afairs uf The Repablic of Tndonsis

Bordaus Poarturen Mentun Scalal Reputdih Indoness
Mosoce 17, 2012
Buasod ow Magsmbion of 1o b f Boom Afers of The Maten of et
Nantww (7 2T

Manteri Sosial Repubiik Indonesia

The Mintirer of Sociy Aflairy of The Regudic of indoness

Mampenkan
Amavtest Tha

Sertifikat Akreditasi

Cartificate of Accrodaation

Kepads
w

Badan can
O b of The Aivsnter Scuse! ARees of The Mepeies of Mubvvss
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SPESIFIKASI SERTIFIKAT AKREDITASI

Sertifikat Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial mencantumkan uraian

spesifikasi:

a. bahan kertas security bertanda air garuda acak 125 gr/m, microteks, anti
copy, raster image, guilloche line, barcode, invisible image;

b. ukuran 210 mm x 297 mm (potrait);

c. desain:
a) cetakan dasar berupa raster image yang membentuk teks *
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ",

b) terdapat Logo Garuda Poly emas posisi simetris diatas kop;

c) terdapat barcode posisi di kanan atas sertifikat;

d) microteks, anti copy, gulloche line di kanan kiri blangko;

e) terdapat cetakan logo Kementerian Sosial Republik Indonesia yang
dicetak menggunakan invisible flourescent ink; dan

f) terdapat tulisan “SERTIFIKAT AKREDITASI" simetris di tengah
blangko menggunakan poly emas.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
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